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Tren investasi uang crypfocurrency alias kripto seperti Bitcoin,
Ethereum, Dogecoin, dan Binance Coin, kian berkembang
pesat di Tanah Air. Bahkan, perdagangannya, mengalahkan
transaksi di pasar saham dan pasar keuangan lain. Sayangnya,
pengawasan terhadap investasi itu masih kendor.

PRESIDEN Center of Banking
Crisis (CBC) A Deni Daruri
mempertanyakan pengawasan
regulator terhadap investasi
kripto. Sebab, potensi perdaga-
ngan kripto cukup besar.

Dem mengungkapkan, berda-
sarkan data Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komo-
dit1 (Bappebti) Kementerian
Perdagangan (Kemendag), tran-
saks1 aset kripto sepanjang Janu-
ari-April 2021 tembus Rp 237 tr1-
lion. Jumlahnya naik 400 persen
dibanding tahun sebelumnya.

Sementara, perkembangan
di Bursa Efek Indonesia (BEI),
transaksi Indeks Harian Saham
Gabungan (IHSG) di periode
vang sama berada di kisaran
vang jauh lebih rendah, yakm
Ryp 9 triliun hingga Rp 20 triliun.

“Namun sayang koordinasi
dan kerja sama antara regulator
keuangan di Indonesia, dalam
mengawasi melonjaknya in-
vestasi aset kripto, masih ken-
dor.” kritik Deni dalam ketera-
ngannya, kemarin

Padahal, menurutnya, penga-
wasan perdagangan kripto sa-
ngatlah penting. Terutama dalam
aspek knowledge sharing in-

dustry. Selain 1tu, pengawasan
juga bertujuan meningkatkan
perlindungan konsumen dan
pemahaman fundamental terha-
dap produk investasi. Di mana
para regulator memiliki peran
besar, dalam membuat kebijakan
vang dapat bersifat pengawasan
dan pencegahan.

“Sekarang 11 masth banyak
menyisakan cukup ruang untuk
terus mengembangkan inovasi
teknologi di dalam industn aset
kripto.” tutur Deni.

Karena hal i, lanjutnya, dapat
berkontribusi positif terhadap
daya saing industri keuangan
Indonesia dan menciptakan iklim
mvestasi yang kondusif Terutama
dalam menghadapi persaingan
global di era ekonomi digital

D1 mata Dem, lembaga penga-
was sektor keuangan belum satu
suara terhadap investasi kripto.
Bahkan, cenderung memailiki
pandangan yang berseberangan.

Misalnya saja, akhir-akhir im
Otoritas Jasa Kevangan (OJK)
terus memberikan peringatan
mengenai bahaya investasi aset
kripto. Karena, nilai investasi
vang rentan flulctuatif, tidak me-
miliki underlying asset, dan tidak

berada dalam pengawasan OJK.

“Banyak kalangan berpanda-
ngan ini merupakan sebuah
blunder. Karena aset kripto
memiliki analisa fundamental
investasi yvang berbeda dengan
saham.” tegasnya.

Ditambah lagi, penggunaan
teknologi dlockechain vang terde-
sentralisasi, memililka tingkat
keamanan vang tinggi. Dan’
otoritas penuh berada di tangan
komunitas dan pemilik aset
kripto, vang memang ditujukan
untuk menghilangkan middle-
man pengawasan yang sering
memiliki frust issue.

Berbeda dengan OJK, lanjut
Deni, Bappebti malah menya-
takan, akan segera meluncurkan
bursa kripto Digital Future
Exchange, bersama dengan
perusahaan exchange yvang di-
bawahinya Tidak menutup ke-
mungkinan pendirian bursa me-
rupakan dorongan tekanan dari
para anggota exchange. Dan_ hal
itu dilakukan tanpa koordinasi
dengan lembaga pengawasan
keuangan lamn.

“Terutama terkait dengan ke-
byjakan know vowr customer dan
due diligence, bursa kripto dapat
meningkatan risiko kejahatan
keuangan seperti pencucian
uvang, penggelapan dana dan
fraud,” ungkapnya.

Sementara BI, lanjut Deni,
menyatakan tidak buru-buru
menerbitkan mata uang digital

vang disebut dengan Central
Bamk Digital Currency (CBDC),
vang menggunakan teknologi
vang mirp atau sama dengan
aset kripto.

Deni berharap, lembaga pe-
ngawasan keuangan segera
duduk bersama untuk membuat
regulasi bersama yang konsisten
dan selaras. Demi menjawab
perkembangan aset kripto vang
lebih cepat dari kesiapan para
regulator. “Khususnya dalam
mendorong terbangunnya sinergi
dan koordinasi antara OJK_ Bap-
pebti dan BL™ imbubnya.

Terkait i1, Deputi Komisioner
Hubungan Masvarakat dan Lo-
gistik OJK, Anto Prabowo tidak
secara gamblang mengivakan
lembaganya itkut mengatur regu-
lasi krnipto. Namun 1a menegas-
kan, wewenang utama berada di
bawah komando Bappebti.

“Kripto in1 bukan wilayah
OJK. Kripto sepenuhnya we-
wenang Bappebty,” singlkat Anto
saat dihubungi Rakyat Merdeka,
kemarin

Terpisah, Ketua Dewan Ko-
misioner OJK Wimboh San-
toso mengakui, Indonesia belum
memiliki regulasi vang jelas
mengenai aset kripto. Namun,
menurutnya, Indonesia memang
membutuhkan regulasi yang
pasti mengenai aset kripto.

“Kami sudah bicara dengan
Menter1 Perdagangan maupun
Bappebti, agar segera melakukan
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(pembicaraan soal regulasi). Im
kejelasannya bagaimana dan 1tu
(kripto) mestinya harus diatur
dalam Undang-Undang secara
jelas,” warnya saat rapat bersama
Komisi XI DPR. kemarin.

Wimboh menegaskan meski-
pun Bappebti memberikan izin
perdagangan aset kripto sebagai
komoditas, namun BI tidak me-
ngakuinya sebagai mata vang.
Saat im1 mata uang yang sah
digunakan sebagai alat transaksi
adalah rupiah.

Mantan Komisaris Bank Man-
dir1 im menggambarkan penga-
turan aset kripto nanti, bakal se-
rupa dengan perdagangan di pasar
modal. Setidaknya perdagangan
kripto memilika Self Regulatory
Organizations (SRO), settlement
transaksi, hingga kaidah perlind-
ungan konsumen. Hal 11 lantaran
perdagangan aset krnipto sangat
fluktuatif.

Menurutnya, sejumlah negara
resmi melarang transaksi aset
kripto. Sedangkan, sebagian
negara melegalkannya, dan me-
milih tidak melarang alias tidak
melegalkan.

“Beberapa negara ini vang
masyarakatiya sudah well litera-
ted (literasinya sektor keuangan
bagus). Sehingga kalau hilang
duttnya, dia diam saja, tidak
permah komplain. Tapi kalau di
Indonesia kayaknya beda, se-
hingga im yang perlu kami bahas
bersama.” ucapnya. m DWI
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